
SALINAN 

BUPATISANGGAU 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SANGGAU 
NOMOR 17 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN LAMPIRAN Ill PERATURAN BUPATI 
NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN 

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SANGGAU, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa peningkatan kesejahteraan pegawai dalam rangka 
mendorong peningkatan kinerja pegawai dan pelayanan 
dibidang kesehatan diberikan dalam bentuk tambahan 
penghasilan diluar gaji dengan memperhatikan golongan, 
kondisi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau; 

b. bahwa isi lampiran III Peraturan Bupati Sanggau Nomor 6 
Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai 
Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sanggau, sudah tidak sesuai lagi dengan 
kondisi saat ini, sehingga perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Lampiran Ill Peraturan Bupati Nomor 6 
Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai 
Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sanggau. 

I. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang--Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 



4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 

7. Undang--Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3547); sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5135); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ten tang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 



Menetapkan 

15.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMP!RAN lll 
PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG 
TAMBAHAN PENGHAS!LAN BAGI PEGAWAI NEGERI SJPIL DAN 
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN SANGGAU. 

Pasal I 

Lampiran lll Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang 
Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai 
Negeri SipiI di Iingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau diubah 
sehingga lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Agustus 2014. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sanggau. 

Ditetapkan di Sanggau 
pada tanggal 29 September 2014 

BUPATI SANGGAU, 

TTD 

PAOLUSHADI 
Diundangkan di Sanggau 
pada tanggal 29 September 2014 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SANGGAU, 

TTD 

A.L. LEYSANDRI 

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 17 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Kepala Bagian Hukum dan HAM 

Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, 

YAKOBUS, SH.,MH 
Pembina 

NIP. 197002231990031002 



Menetapkan 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN III 
PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN 
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN SANGGAU. 

Pasal I 

Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang 
Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai 
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau diubah 
sehingga lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Agustus 2014. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sanggau. 

Ditetapkan di Sanggau 
pada tanggal 29 September 2014 

BUPATI SANGGAU, 

TTD 

PAOLUS HAD! 
Diundangkan di Sanggau 
pada tanggal 29 September 2014 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SANGGAU, 

TTD 

A.L. LEYSANDRI 

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 17 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Kepala Bagian Hukum dan HAM % 

Sekretariat Daerah abupaten Sanggau, 

y 

NIP. 1 0031002 
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